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ABSTRAK

Upaya legislasi pengelolaan zakat di Indonesia oleh umat Islam
membuahkan hasil saat diundangkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.

Upaya tersebut sudah lama diupayakan oleh umat Islam Indonesia, namun
seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan politik seringkali yang
harus dihadapi, disamping hambatan-hambatan lain.

Pada “setiap” upaya legislasi hukum Islam, ada anggapan pada sebagian
kalangan yang menganggap bahwa Indonesia bukan negara agama, jadi tidak
boleh ikut campur dalam persoalan keagamaan (dalam hal ini Islam). Juga sering
terdengar di media massa, upaya legislasi itu dianggap menghidupkan kembali
semangat Piagam Jakarta, bahkan untuk mendirikan negara Islam.

Dari sini penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Hazairin tentang
pengelolaan zakat oleh negara. Dia berpandangan bahwa, kendatipun negara
Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah
negara kita dan pasal-pasal Undang-undang Dasar RI memberi kemungkinan
kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat
dan pendayagunaannya.

Lebih jauh Hazairin berpendapat bahwa: makna “negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-
undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa “negara RI wajib menjalankan
syariat Islam bagi orang Islam,” demikian juga bagi agama lain. Jadi, untuk
menjalankan syariat (norma agama) memerlukan kekuasaan negara, termasuk di
dalamnya syari’at zakat.

Hal ini berkesesuaian dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam nas al-
Qur’an dan dalam perilaku Rasulullah Muhammad SAW., yang secara jelas
menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara (pemerintah);
negara dalam hal ini mewakili kepentingan dan hak para mustahiq zakat. Juga
berkesesuaian dengan pemikiran dalam hukum Islam.

UU Pengelolaan Zakat membagi pengelola zakat menjadi Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dikelola pemerintah (negara)
melalui jalur birokrasi, sedangkan LAZ dikelola oleh masyarakat di bawah
pengawasan pemerintah.

UU tersebut — dalam hal ini — memiliki relevansi dengan pemikiran
Hazairin, karena negara bertindak sebagai pengelola zakat. Walaupun dalam UU
tersebut tidak mewajibkan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini
disebabkan karena; UU tersebut tidak bersifat imperatif (memaksa), namun lebih
bersifat fakultatif (pilihan). Hal ini dapat dilihat pada pasal 12 UU No. 38 tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Namun, ada pasal (penjelasan pasal)
yang dapat dipandang mengandung relevansi dengan pemikiran Hazairin.
Hazairin menghendaki suatu bangunan hukum Islam (syari’at) yang berkesesuaian
dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Sebagai contoh, mustahiq delapan yang
ditentukan UU Pengelolaan Zakat, tidak lagi seperti rumusan figh klasik, namun
memenuhi kebutuhan keindonesiaan (penjelasan UU Pengelolaan Zakat pasal 16
ayat (2)). Hazairin menginginkan figh yang bercorak Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

7Zakat adalah ibadah maliyyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat
penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari
sisi pembangunan kesejahteraan umat.” Sebagai suatu ibadah, zakat termasuk
salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap
bagian mutlak dari keislaman seseorang.”

Prakiek pelaksanaan zakat tersebut oleh umat Islam Indonesia sudah
dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia, namun pengelolaannya sebagian besar
dilakukan secara tradisional.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, zakat merupakan sumber
dana yang cukup penting bagi umat Islam. Banyak tempat-tempat kegiatan
keagamaan Islam seperti masjid, mushala, surau, madrasah/sekolah, panti asuhan,

pondok pesantren, rumah sakit Islam dan lain-lain dibangun dengan dana zakat.”

1 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern ( Jakarta : Gema Insani Press,
2002), hlm. 1.

) Ibid.
Y Tulus, “Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat Kaitannya

dengan Pajak”, dalam Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah (Propinsi Jawa
Timur : Pengurus Badan Amil Zakat, 2001), hlm. 53.



Pengelolaan zakat menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya :

a. Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat,
sehingga masyarakat melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan
maupun kelompok.

b. Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standar untuk
menjadi pedoman.

¢. Kurangnya motivasi dan sosialisast kepada masyarakat tentang
pengelolaan zakat.

d. Fikih zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesia

merupakan rumusan para ulama terdahulu, sehingga dianggap banyak
yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.”

Pengelolaan zakat menjadi hal yang penting dikarenakan dapat
memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional
negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain
dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan
sumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa
dan ketahanan negara terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan
menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara

profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan

pemerintah.s)

Y 1bid.

5) Ibid., hlm. 54



Lo

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Undang-
undang, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Dengan Undang-undang ini, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh
pemerintah (negara), disamping juga oleh masyarakat.G)

Ada banyak persoalan yang menyangkut Undang-Undang  (UU)
Pengelolaan Zakat tersebut, diantaranya dalam pelaksanaannya, UU tersebut
belum memiliki kekuatan hukum yang memadai, walaupun sudah beberapa tahun
disahkan.” Seperti lazimnya, setiap UU harus memiliki peraturan pelaksanaan,
yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini hanya ditindaklanjuti dengan
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999. Padahal Undang-
undang ini melingkupi tiga departemen, yaitu Departemen Agama, Departemen
Keuangan dan, Departemen Dalam Negeri. Jika hanya berbentuk KMA sebagai
peraturan pelaksanaannya, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak memadai.”
Tidak mungkin Menteri Agama dapat memerintahkan Departemen Keuangan dan
Departemen Dalam Negeri, karena suatu hal yang berada di luar

kewenangannya.g)

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
(Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2001).

? Moh. Shofiyul Huda MF, Politik Hukum Ekonomi Islam Indonesia (Telaah terhadap
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), Tesis Magister
(Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 2003), him. 114.

® Ibid., him. 114-115.

 Ibid., hlm. 115.



Sesungguhnya bila diteliti isi dari UU ini, maka akan timbul pertanyaan
mampukah UU ini menjalankan fungsinya sebagai payung bagi pengelolaan zakat
secara utuh. Pertanyaan ini timbul karena bila kita lihat ternyata UU ini masih
menyimpan beberapa keraguan bagi masyarakat akan efektifitasnya. Diantara
keraguan itu adalah UU ini tidak memberikan sanksi kepada muzakki yang tidak
membayar zakat dan hanya memberikan sanksi kepada badan pengelola zakat. &

Disamping persoalan tersebut di atas, muncul persoalan yang cukup
krusial berkenaan dengan setiap upaya legislasi hukum Islam termasuk
pengelolaaan zakat. Persoalan tersebut adalah, anggapan sementara kalangan yang
menganggap bahwa Indonesia bukan negara agama, jadi tidak boleh ikut campur
dalam persoalan keagamaan (dalam hal ini Islam). Juga sering terdengar di media
massa, upaya legislasi itu dianggap menghidupkan kembali semangat Piagam
Jakarta, bahkan untuk mendirikan negara Islam.

Dari sini penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Prof. Hazairin
tentang pengelolaan zakat oleh negara. Dia berpandangan bahwa, kendatipun
negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun
falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar RI memberi
kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan

pemungutan zakat dan pendayagunaannya. o

19 Budi Budiman, “Potensi Dana Zis sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dari Teori dan
Implementasi Manajemennya”, dalam Simposium Nasional 1 Sistem Ekonomi Islami , Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 13 — 14 Maret 2002, him. 8

) Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), him. 34.



Lebih jauh Hazairin berpendapat bahwa ; makna “Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa “Negara RI wajib menjalankan
syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari’at
Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, kalau untuk menjalankan syari’at (norma
hukum agama) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara”. .

Pandangan Hazairin di atas didasarkan pada pemikirannya tentang
muatan-muatan hukum Islam. Dalam pandangannya, hukum Islam di sisi
penerapannya dapat dibagi menjadi @ Pertama, muatan syari’at yang mengandung
hukum dunia, seperti hukum perkawinan, hukum warisan, zakat, hukum pidana,
yang memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya secara
sempurna. Dibidang itulah negara berkewajiban menjalankannya bagi
kepentingan bangsa Indonesia. Kedua, muatan syari’at yang mengandung
hubungan antara hamba dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa yang semata-
mata berupa kewajiban-kewajiban pribadi terhadap Allah dan tidak memerlukan
bantuan penguasa untuk menjalankannya. Ketiga, muatan syari’at yang
mengandung tuntunan hidup kerohanian dan kesusilaan, yang juga tidak
memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya.m Bahkan bagi Hazairin,
jika negara tidak bersedia memikul kewgjiban untuk menjalankan muatan syari’at

yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase oleh pihak negara

2 1bid.
3 1pid,, him. 25



terhadap kemauan terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahkan pelanggaraan
terhadap demokrasi Pancasila. )

Pandangan atau pemikiran Hazairin di atas dapat dipandang sebagai
pemecah kebuntuan legisiasi dan problem konstitusional dari penerapan syari'‘at
Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan pandangan di atas, muncul persoalan yang dapat
diteliti, yakni bagaimana pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh )
negara RI. Apa dan bagaimana dasar pemikirannya tentang hal tersebut. Juga

persoalan bagaimana relevansi pemikirannya dengan pengelolaan zakat di

Indonesia, yang sudah diatur lewat sebuah UU Pengelolaan Zakat.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penyusun dapat merumuskan beberapa
pokok masalah, diantaranya :
1. Bagaimanakah pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh negara
Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Hazairin dengan pengelolaan zakat di

Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

9 1hid,



-]

1. Untuk menjelaskan pandangan Hazairin tentang pengelolaan zakat oleh
negara Republik Indonesia.
2. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Hazairin dengan pengelolaan

zakat di Indonesia.

Kegunaan dari penyusunan skripsi imi adalah :

1. Dapat menjelaskan kepada para pembaca sikap dan pandangan Hazairin
tentang pengelolaan zakat oleh negara, dan relevansinya dengan
pengelolaan zakat di Indonesia.

7 Menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang figih dalam

konteks kelndonesiaan.

D. Telaah Pustaka
berbagai kalangan, baik ilmuan, akademisi atau yang lainnya. Meskipun demikian
ada pembahasan tentang hal tersebut, antara lain adalah :

Pertama, karya Sjechul Hadi Permono yang betjudul Pemeriniah Repiblik
Indonesia sebagai Pengelola Zakai. Dalam karya tulis i disebutkan bahwa
menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi
pemerintah, karena ia memikul tanggungjawab untuk memelihara semua orang

fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya. 13)

19 Giechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 152.



Pengurusan zakat masuk ke dalam tugas Pemerintah R1. Ia berhak dan
wajib menangani hal tersebut, tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda
menyelesaikan sendiri urusan pemberian (distribusi) zakat, karena zakat itu adalah
untuk melindungi nasib fakir miskin.'® Karya tersebut menggunakan perspekitif
teori pemerintahan dalam Islam. 1

Kedua, karya Didin Hafidhuddin yang berjudul Zakat dalam
Perekonomian Modern. Di dalam karya tulis ini disebutkan bahwa : pengelolaan
zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum
formal (pemerintah atau negara), akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila
berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu
tempat.

d. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam. %)

Karya ini tidak secara langsung membahas negara sebagai pengelola zakat
namun mengakui pentingnya pengelolaan zakat oleh negara. Karya int

memfokuskan bahasannya pada sumber-sumber zakat dalam perekonomian

modern, dengan menggunakan perspektif atau tinjauan fighiyah.

' Ibid., him. 153

" Ibid., him. 17-90.

18 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), him. 126.



Disamping hal tersebut di atas, Didin juga menyatakan — berkenaan
dengan UU Pengelolaan Zakat — bahwa™ UU tersebut perlu segera diatur
pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan implementasi
dan penjabaran dari UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Diharapkan pemerintah memiliki ~kemauan politik yang kuat untuk
menindaklanjuti kedua Undang-undang tersebut schingga benar-benar dapat
diterapkan. i

Ketiga, karya Muhammad Daud Ali yang berjudul Sistem Ekonomi Islam
Zakat dan Wakaf. Di dalam karya tulis ini disebutkan bahwa ada banyak kendala
dalam upaya menjadikan negara atau pemerintah RI sebagai pengelola zakat,
kendala yang paling sering menghadang adalah kendala politik.2 9 Hal tersebut
terefleksi dalam upaya legislasi pengelolaan zakat yang sering mendapat
hambatan (terutama yang berbentuk Undang-undang).zl)

Keempat, tesis magister Moh. Shofiyul Huda MF yang berjudul Politik
Hukum Ekonomi Islam Indonesia (Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Menggunakan perspektif politik hukum
karya tulis ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat mengandung beberapa kelemahan yang berakibat pada kurang

maksimalnya pengelolaan zakat oleh negara.zz)

) 1bid., him. 143.

20) Nfyhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press,
1988), him. 55.

D Ibid ., hlm. 36-38.

22 Moh. Shofiyul Huda MF, Politik, Ibid., hlm. 120-122.
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Kelima, karya Yusuf al-Qardawi yang berjudul Figh az-Zakat yang sudah
diterjemahkan, dalam bab hubungan pemerintah dengan zakat dijelaskan bahwa
pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi
dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada
orang yang berhak menerima. Dan yang menolak mengeluarkan zakat, penguasa
dapat mengambil dengan paksa.23)

Keenam, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, karya
Masdar F: Mas’udi membahas mengenai manunggalnya kembali pajak dan zakat
sehingga membawa implikasi terhadap pemahaman mengenai konsep agama dan
negara. Juga dijelaskan bahwa pihak yang paling layak menangani zakat adalah
negara atau pemerintah,- mengingat sasaran sosial dari kewajiban zakat yakmni
tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Karena, tanpa
peranan negara idealisme zakat untuk menegakkan keadilan akan jauh dar
kenyataan.24)

Ketujuh, karya yang berkaitan dengan pemikiran Hazairin. Ada beberapa
karya tulis yang membahas pemikiran Hazairin. Dari penelusuran penyusun,
pemikiran Hazairin dibahas dalam aspek-aspek tertentu, terutama yang berkaitan

dengan pemikiran dalam bidang hukum kewarisan Islam berdasarkan al-Qur’an

dan al-Hadis. Dia berkesimpulan bahwa hukum kewarisan itu bersifat bilateral >

) Yusuf al—Qargiawi, Figh az-Zakah, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. 5 (Jakarta:
Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), him. 733.

24) Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993), him. 164-165.

2% A Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad,
SF, dkk. (penyunting), Dimensi Hukum Islanm dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta : Gema
Insani Press, 1996), hlm.66
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Anwar Harjono menjelaskan bahwa, pandangan Hazairin ini didasarkan
pada pandangan antropologi Sosial Indonesia yang berbeda dengan Ahlussunnah
yang mendasarkan pahamnya pada kenyataan sosial masyarakat Arab.

Mengenai faraidh, yakni bagian tertentu untuk ahli waris tertentu dalam
keadaan tertentu sebagai tercantum dalam al-Qur’an, teori Hazairin tidak berbeda
dengan Ahlussunnah. Barulah mengenai sisa kecil, yakni bagian harta sesudah
diambil faraidh, apabila masih ada kelebihannya terdapat pandangan yang
berbeda. Dalam hal ini timbullah perbedaan mengenai penggolongan ahli waris,
Kalau Ahlussunnah mengenal golongan ‘ashabah dan dzawul arham, maka
Hazairin hanya mengenal dzawul ‘qarabat.

Pandangan Ahlussunnah itu didasarkan atas susunan masyarakat Arab
yang menurut ilmu antropologi sosial disebut patrilineal, sedangkan pandangan
Hazairin didasarkan atas susunan masyarakat yang menurut ijtihadnya, al-Qur’an
mengandung sistem kemasyarakatan bilateral (parental). Sebagaimana diketahu,
dalam masyarakat patrilineal, pihak laki-laki senantiasa mendapat keistimewaan
hampir dalam segala hal ihwal kekeluargaan. 2)

Kajian terhadap Hazairin yang lain adalah yang berkenaan dengan
pemikirannya yang berhubungan dengan teori penerimaan otoritas hukum. Dia

mengintroduksi sebuah teori yang disebui teori receptie exit.*?

9 Anwar Harjono, “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an, Komentar Singkat
Atas Teori Prof. Hazairin” dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof.
Mpr. Dr. Hazairin (Jakarta : UI-Press, 1981), him. 62.

I Jyhaya S.Praja, “Pengantar”, dalam Tjun Surjaman (Editor), Hukum Islam di Indonesia
Pemikiran dan Praktek (Bandung : Rosdakarya, 1991), him. xiii
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Tentang teori tersebut, Sajuti Thalib menyatakan bahwa pada tahun 1950
dalam konferensi Dep. Kehakiman di Salatiga Prof. Dr. Hazairin S.H. telah
mengarahkan suatu analisa dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di
Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum [slam untuk orang
Indonesia supava disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan
sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini yang dasar memperlakukan hukum
adat itu sendiri ialah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pula, kata Hazairin, hendaklah berlakunya berlakunya hukum
Islam secara formil di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang dibuatkan untuk itu.

Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya buku Hazairin tentang Hukum
Kekeluargaan Nasional pandangan Hazairin tentang teori receptie  C.Snouck
Hurgronje itu dipertegas dan dipertajam dengan menyebut bahwa teori receptie itu
adalah teori iblis. Ungkapan Hazairin ditujukan pula kepada tidak sahnya lagi
pasal 134 (2) L.S.(yang berasal dari tahun 1929) itu, dijadikan dasar juga bagi
pengaturan hukum di Indonesia.

Dalam kuliah khusus Hazairin kepada para pengajar Fak. Huakum
Universitas Indonesia tahun 1969 diuraikan tentang tidak berlakunya lagi pasal
134 (2) LS. itu karena telah dihapus secara meyakinkan oleh Pembukaan dan
pasal 29 U.U.D 19452

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

sebagaimana yang penyusun lakukan ini, masih sangat signifikan untuk dibahas.

2% Sajuti Thalib,”Receptio In Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario”
dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin (Jakarta :Ul-
Press,1981)



E. Kerangka Teoretik

7Zakat bukanlah merupakan urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya
diserahkan kepada pribadi masing-masing, yang berarti pula tidak dapat
dikenakan sanksi hukuman apapun terhadap pribadi wajib zakat yang enggan
menunaikan zakat.

Memandang zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta
sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di ncgara-negara Islam sejak
zaman Nabi dan pemerintahan Islam sesudahnya semula ditangani oleh negara
(aparat pemerintah).m Artinya, wajib atas penguasa memungut zakat dari mereka
yang wajib mengeluarkannya.m) Pandangan ini didasarkan pada al-Qur’an surat
at-Taubah ayat : 103.

Dikuasakannyva pengelolaan harta zakat kepada pemerintah, karena
berbagai faktor :

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia akan mengalami sakit dan
kelemahan. Untuk itu harus ada jaminan dari pemerintah untuk melindungi hak-
hak mereka.

Kedua, si fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang
kaya, untuk memelihara kehormatan dan perasaan belas kasihan.

Ketiga, dengan tidak memberikan urusan ini kepada pribadi-pribadi berarti
dijadikan urusan pembagian zakat sama besarnya. Sebab terkadang banyak si kaya

yang memberikan zakat pada si fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan.

) Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam (J akarta: Haji
Masagung, 1993), hlm. 250.

9 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, cet. 3 (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999),
hlm. 56



Tidak seorangpun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya
lebih membutuhkan.

Keempat, sesungguhnya zakat itu tidak hanya diberikan pada pribadi fakir
miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada diantara sasarannya yang berhubungan
dengan kemaslahatan kaum muslimin bersama, yang tidak bisa dilakukan oleh
perorangan, akan tetapi oleh penguasa dan Lembaga Musyawarah Jama’ah kaum
muslimin. Misalnya memberi zakat kepada kaum mu’allaf, mempersiapkan
perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fisabilillah serta mempersiapkan para
da’i untuk menyampaikan risalah Islam ini.

Kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintah, Qur’an dan
kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintah ini dibutuhkan harta, yang
dengan itu pula ditegakkan syari’atnya. Terhadap harta ini dibutuhkan adanya
penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.

Keberhasilan peranan pemerintah (umarah) dalam pengelolaan zakat akan
snagat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu : sejauh mana kebijaksanaan dan
undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan untuk mendukungnya
pengelolaan zakat atau manajemen BAZIZ. Jika pemerintah berperan sebagai
pengelola, maka pemerintah selayaknya harus berlaku : transparansi dan
keterbukaan dalam melaporkan jumlah penerimaan dan penggunaan dana zakat
untuk menunjang kepentingan masyarakat, pengarahan dan pelayanan yang baik
dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pelaksana pemerintah atau pegawai dalam

membayar zakat.*"

3D SIMPONAS 1, Sistem Ekonomi Islami (Yogyakarta : P3EI-FFEUII,2002), him. 480
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Pengelolaan zakat oleh negara atau pemerintah terikat dengan
kemaslahatan. Dalam hal pengelolaan zakat kemaslahatan itu adalah tercapainya
tujuan dan hikmah persyari’atan zakat. Dalam hal ini ada kaidah fighiyah sebagai
berikut *:

dadiadlly Ja sie dueJll e ale¥l Ca e

Hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa® , seperti dikutip Rifyal
Ka’bah 3, ada yang bersifat diyani semata dan ada yang bersifat diyani dan
gada’i dalam waktu yang sama. Diyani berarti hukum yang tidak membutuhkan
kekuasaan negara, sedangkan qada’i adalah hukum Islam yang membutuhkan
kekuasaan negara. Pengelolaan zakat termasuk hukum Islam yang diyani
sekaligus gauda'i, memerlukan kekuatan negara dalam pelaksanaannya. Hal ini
untuk mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat.

3 ada beberapa tugas negara

Disamping itu menurut Muhammad Asad
diantaranya: pertama, dalam negara menurut Islam mesti tidak boleh ada
kemiskinan yang membunuh semangat kemanusiaan yang hidup berdampingan
dengan kemewahan. Kedua, negara meski menguasai sumber-sumber pendapatan
yang harus dikerahkan untuk menciptakan berbagai fasilitas ~ bagi tercapamya

kehidupan yang terhormat untuk semua warga negara, dan ketiga, negara harus

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk

2 As-Suyuti, al-Asybdh wa an-Nazdir (Semarang: Thoha Putra, tt.), him. 83.
) Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), him. 59-
60.

. Muhamad Asad, Sebwah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, terj. Afif
Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 152.
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menikmati fasilitas-fasilitas itu, dan hendaknya tidak ada secorangpun yang boleh

menikmati kehidupan yang makmur dengan mengorbankan orang lain.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu

metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri

berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mandapatkan hasil yang memuaskan

dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah

supaya mencapai hasil yang maksimal.>> Adapun metode yang digunakan dalam

penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1.

(VS

Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menguraikan secara
teratur seluruh konsepsi tokoh.

Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka (library
research). |

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode yang
digunakan dalam pencarian data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan
menyelami karya ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang ditulis oleh
Hazairin (sebagai data primer) yang antara lain : Demokrasi Pancasila, Tujuh
Seragkai Tentang Hukum, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an

dan Hadis, Hukum Baru di Indonesia dan Hendak Kemana Hukum Islam; dan

3% Anton Bakker, Mefode-metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 10.
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karya ilmiah mengenai pemikirannya serta karya-karya lain yang relevan

(sebagai data sekunder).

. Teknik Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapannya dan
validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.

b. Mengklasifikasikan ~dan mensistematisasikan ~data-data  kemudian
diformulasikan sesuai pokok permasalahan yang ada.

¢. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan
dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah,
teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai schingga
memperoleh kesimpulan yang benar.

. Analisis data

Analisis data menggunakan metode filosofis, adapun elemen-elemen yang

dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah:

Pertama, interpretasi, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan

nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajan, sehingga tercapai

pemahaman yang benar.

Kedua, holistika, yaitu subyek yang menjadi obyek studi yang tidak hanya

dilihat secara atomistis (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam

interaksi dengan seluruh kenyataan baik dengan dirinya atau dirinya dalam

hubungan dengan segalanya.

Ketiga, kesinambungan historis, dalam hal ini perkembangan pribadi harus

dapat dipahami sebagai suatu kesinambungan. Rangkaian kegiatan dan




18

peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak
putus.

Keempat, komparasi, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang
menjadi obyek penelitian dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya khususnya
yang berkaitan dengan obyek penelitian.

. Pendekatan Masalah
Sebagai penelitian yang bercorak analisis-filosofis terhadap pemikiran
seorang tokoh dalam waktu tertentu dimasa vang lewat, secara metodologis
penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, sebab salah satu penelitian
sejarah adalah biograﬁs.“" Yaitu hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat
watak, pengaruh pemikiran dan idenya, serta pembentukan watak tokoh
dalam kehidupannya.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini juga bersifat normatif, artinya akan

mengukur dan menilai dari sisi, benar-salah berdasarkan nilai-nilai ajaran

Islam.

. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang pengelolaan zakat
dalam Islam, yang meliputi berbagai nas ai-Qur’an dan hadis yang berkenaan

dengan pengelolaan zakat dan fungsi , tyjuan dan prinsip-prinsip pengelolaan

36) Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 56-57



zakat. Bab ini untuk memberi pijakan normatif bagi pembahasan-pembahasan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan tentang pengelolaan zakat oleh negara,

suatu kajian terhadap pemikiran Hazairin dan reievansinya dengan pengelolaan

zakat di Indonesia, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Hazairin memandang bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara.

Alasannya sebagai berikut :

Pertama, Piagam Jakarta adalah suatu kesepakatan fundamental seluruh
elemen bangsa, yang menjiwai isi dari Pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila. Jiwa tersebut adalah kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
orang Islam.

Kedua, muatan syari’at yang mengandung hukum dunia, seperti
pengelolaan zakat, memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dapat
menjalankannya secara sempurna, hal demikian berbeda dengan muatan
syari’at yang lain yang tidak memerlukan kekuasaan negara.

Di dalam pemikiran figh dikenal dua pembagian hukum Islam, yaitu

diyani dan gadhai. Hukum zakat dan pengelolaannya termasuk kategori

. diyani sekaligus qadhdi, yang berarti pengelolaan zakat memerlukan

perantaraan negara, hal demikian untuk mencapail tujuan asasi dari

persyari'atan zakat.
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- Ketiga, jika negara tidak bersedia memikul kewajiban untuk menjalankan
muatan syari’at yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase
oleh pihak negara terhadap kemauan Allah, hal ini berarti suatu
pelanggaran terhadap amanahNya dan pelanggaran terhadap pasal 29 ayat
(1) UUD 1945, bahkan suatu pelanggaran terhadap demokrasi Pancasila.
Hal ini berkesesuaian dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam nas al-
Qur’an dan dalain perilaku Rasulullah Muhammad SAW., yang secara
jelas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh negara
(pemerintah), negara dalam hal ini mewakili kepentingan dan hak para
mustahiq zakat. Juga berkesuaian dengan pemikiran dalam hukum Islam
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

b. untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat apabila
berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

¢. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu
tempat.

2. Ada beberapa hal dalam UU Pengelolaan Zakat yang relevan dengan
pemikiran Hazairin, namun UU tersebut masih bersifat fakultatif, padahal
kalau mengikuti pemikiran Hazairin, UU tersebut harus bersifat imperatif,
sebagai konsekuensi dari alasan-alasan yang dia sebutkan di atas.

Ketika Undang-undang Zakat disyahkan berarti hukum zakat tidak lagi hanya

berfungsi sebagai sumber persuasif (persuasif source), yang pelaksanaannya
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dipengaruhi oleh tingkat kesadaran umat Islam terhadap ajaran agamanya,
tetapi juga menjadi sumber otoritatif (authoritative source) yang mempunyai
kekuatan dalam hukum tata negara Indonesia. Dengan otoritasnya, maka
Undang-undang Zakat mempunyai kekuatan memaksa kepada umat Islam,
baik vang sadar maupun yang tidak sadar terhadap pengamalan ajaran

agamanya.

. Saran-saran

" Hendaklah seluruh elemen bangsa memahami dengan cukup baik, prinsip dan
dasar-dasar dari hukum lslam, hal demikian untuk meminimalisir sikap yang
tidak perlu, berkenaan dengan setiap upaya legislasi hukum Islam. Karena
upaya tersebut dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, juga dalam
kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

. Diperlukan amandemen terhadap UU Pengelolaan Zakat, agar sisi yang tidak
imperatif dari UU tersebut diubah menjadi imperatif. Hal demikian kembali
pada kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya pada umat
Islam Indonesia.

. Kajian terhadap Hukum Islam, dapatlah mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan masyarakat Indonesia, karena dengan hal itu, kajian tersebut akan
lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hazairin
menginginkan figh yang bercorak Indonesia.

. Zakat yang dikumpulkan oleh LAZ maupun BAZ hendaklah bisa diberikan

secara konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari) dan secara
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produktif (untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq).
Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada
mustalﬁq, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan

taraf kehidupannya melalui usaha sendiri.
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TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO

FN

TERJEMAHAN

BAB1

25

10

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.

16

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah
orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menjumpai
mereka, dan tangkaplah mereka serta kepunglah mercka
dan intailah mereka di tempat pengintaian, jika mereka
bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat,
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

17

Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan
zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan
kepada orang-orang fakir diantara mereka.

10

17

Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang
memisahkan antara zakat dan sholat karena zakat
merupakan kewajiban atas harta, demi Allah, andaikan
mereka tidak lagi memberikan seekor anak kambing yang
dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan
memerangi mereka karenanya.

12

18

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan
zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum
yang mengetahui.

14

18

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang
kaya saja diantara kamu.

19

20

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah
penjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan
apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu
memperoleh balasan-Nya disisi Allah sebagai balasan yang
paling baik dan yang paling besar pahalanya.

12

21

Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau
diairi oleh air yang mengalir pada permukaan bumi
ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan
bagi yang diairi sumur (irigasi) seperduapuluh dari
hasilnya.

25

21

Barang siapa memperoleh kekayaan, maka setelah berlalu
setahun berlaku zakat atasnya.

10

28

22

Barang siapa yang diamanahi memelihara harta benda anak
yatim, maka jagalah harta itu dengan baik dan jangan
membiarkannya tidak menghasilkan (tidak berkembang)
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